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Skripsi ini membahas mengenal sistem pemilihan umum baru yang akan diterapkan di Indonesia dikaitkan
dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut timbul karena adanya permohonan pengujian
undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Adanya perubahan sistem menandakan
sistem yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Demikian pula dengan pemilihan umum,
perubahan terhadap sistemnya menandakan sistem yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan karena
tidak mencapai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara yang merasa
dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, dapat mengajukan permohonan pengujian
undangundang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini pelaksanaan pemilihan umum
legidlatif dan pemilihan umum presiden yang terpisah menghabiskan dana yang sangat besar dan
memberikan dampak yang negatif terhadap sistem pemerintahan presidensial. Mahkamah Konstitusi
menerima al asanal asan pencabutan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, sehingga mulai 2019
pemilihan umum akan dilakukan secara serentak. Putusan tersebut memiliki urgensi yang cukup penting dan
diharapkan menimbulkan implikasi positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu efisiens dana
untuk pelaksanaan pemilihan umum dan memperkuat sistem presidensial.

This thesis discusses the new electoral system to be implemented in Indonesia related with the decision of
the Constitutional Court. The decisions arise because of the judicial review petition of president and vice
president regulation. The change of the system indicates that the old system was considered no longer
appropriate to the needs. Similarly, elections, changes to the system indicating that the old system is no
longer adequate and therefore do not achieve the goals mandated by the constitution. Therefore every citizen
who feels aggrieved by the enactment of alaw, may file a petition for the law towards the Constitution of
1945. In this case the legidlative elections and the presidential elections which are considered separate spend
much more costs and create negative impact for presidential system. Constitutional Court accepts the
reasons for the revocation of several articlesin the law. So in 2019, elections will be conducted
simultaneously. The decisions have a significant urgency and expected positive implications of the system
of government in Indonesia, such as funds savings of electoral execution and strengthen the presidential
system.
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